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PEMERII{?AH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LOCERET

DESA KARANGSONO

PERATURAN DESA KARANGSONO
NOIVIOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGSONO,

a. bahwa Anggaran Pend.apatan dan Belanja Desa sebagai wujud
dari peng"tottu1r keuangan Desa ditaksanakan secara terbuka
dan bertarrgguns jawab u*trrk sebesar-besafnya keraakmuran
masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangsono

Tahun Anggarag 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
yalag disu*urr sesuai deagan kebutuhan pellyelenggaraan
pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersanrraan, efisiensi,
berkeaditran, berkelanjutart, berwawasan lingkungan, dal
kemandirian sehingga menciptakan landasa-n kuat dalam
melaksanakan pemerintahan da.n pembangunan menuju
maslrarakat yang adil, makran:r, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbacgan 5sfoegaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2425;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara ya$g Bersih dan Behas Dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 38511;

2. Undang-Undang Nomcr 1? Tahun ?O11 tentang Pernbentukan
Peraturan Perundang-undaagan {Lemharan Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, ?amba.Lan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) ssfoagpirnana telah diubah
beberapa kali terakhir denga* lJadaag-Undatg l{omor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun zOLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan {Lemtraran Negara Republik Indonesia Tahun 2A22
Nomor 143, Tambahan Iembaran Negara Republik hdonesia
Nomor 68O11;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembarac
Negara Republik Indonesia Tahun 2S14 Ncmor 7, Tambaha*
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5495) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2Q24 tentaag Perubahan Kedua Atas Undang-
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undangNomor6TahuaZ}L4TentangDesa{l,embaranNegara
Republik frrao""*l* Tahun 2024 NomoiZ?' Tanbahan Lembaran

N.g*" Republik Indonesia Nomor 69$\;
4. Undang_undang Nomor ea iarrut 2Ol+ tentang Pemerintahan

Daerah [Lembaran Negara 
"[-.p"tur. Indonesia Tahun 2OL4

Nomor 244, iarrf}ahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor S5g7) sebagaiman" a*f"t;i.rt*i, n"U".rpa kali terakhir

dengan ut h*glri*dan:g .Nomor 
g Tahun 2015 tentang

peru,nahan r#r-* 
-e[u r]rra#i-undan-g Nomor 23 Ta]run 2oL4

tentang pemerintaha$ D";;ui {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahua 20L5 Nanncr 5g, Tambahan Lembara11 Negara

nepublik Iadonesia Nomor 5679); n*tana ar{rnir-ris.
5. Undang-undang Nomor 3O_ Taiiun 2014 tentaflg Administrasi

pemerintah"o ?"**ira_ran Negara_ Republik Indonesia T'ahun

2A.3 Nomor 2g2, t**bJ;n rcmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-U"J;; *o*o' L Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuanga, t;#" Femerinta.h trusat dan Pemerin'r-ahan Daerah

{Lembarar, il"*;; Republik Indonesia Tahurr 2022 Ngmor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Ind-onesai Nomor 6757\;

7. Peraturan Pemerintah Nomor +3 ',rahua 2o14 tentang Peraturan

PelaksaIlaan undang-undang Nomor 6 Ta-trun ?Ot+ tentang

n**" {Lembara-ri rtegara nepuffit Indanesia Tahun 2Ol4 Nomor

113, tambahan l-embaran Negara Republik Indoaesia t{omor

5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
peraturan pemerintah Nomcr 11 Tahun 20lg tentang Perrrbahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun2014
Tentang Peraturam Pelaksanaan utdang-undang Nomor 6
Tahun 2014 ?entang Desa {Lennbarall Negara Repubkk Indonesia

Tahun 2019 Nomoi4l, Tambahan Lemharan Negara Republik
Indonesia I'Icmor 632 il i

g. peraturan Pemerintah Nomor L7 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indoaesia Tahun ?018 Nomor 73,
tambahan lernbaran Negara Republik Indcaesia. Nomor 62A21;

g " Peraturan Pemerintah Nomor 1 L Tahun 2*21 tentang Badan
Usaha Milik Desa {Lemharan Negara Repuh,lik Indonesia Tahun
2021 Nomor 2!, Tambahal Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623};

l-O= Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Ta-hun 2O14 tentang
Pedoman Tekais Peraturan Di Desa {Berita Negara Republik
tndenesia ?alr*n 2*14 N*mcr 2$91!;

ll.Peraturan Menteri Desa, Pembangunall Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2O15 teatang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan t okal
Berskala Desa {Berita Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2015
Nomor L58i;

l2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa {Berita Negara Repuhlik Indonesia Tahun
2OL6 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Talrrrn 2*24 {tserita Negara
Republik ladonesia. Tahurr 2A24 Noa*r 2a3!;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri I'Iornor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa {Berita Negara. Republik Iadonesia Tahun
2OL6 Nomor 1037);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2O16 tentang
Pedoman Penetapan llan Penega"san Batas Desa {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038i;
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l-S.Peraturan lVleateri Dalam Negeri Nornor 2O Tahun 2018 tentartg

Pengelolaan Keuangan Desa"{Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Oi8 Nomor 6i 1);

l6.peraturan vienteri Desa, pemhangunar Daeran Tertinggal dan

TransmigrasiNomor?Tahunzoegtentangeagi*Prioritas
PenggunaanDanaDesa{BeritaNegaraRepubliklndonesia
Tahun 2A23 Nomor B2B);

17. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang

Pos Pe-layanar Terpatiu {Berita Negara Republik Indonesia Talrun

2024 Nomor 553);
lS.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk l{omor L Tahun 2ot6

tentang Desa {l,embaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun

2OL6 Nomor 2] sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir
dengan peratural Olaera:r Kabupaten Nganjuk Nomgr 3_ Tahun

2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1

Tahun 2016 tentang Desa {Lembaran Daera}r Kabupaten
Nganjuk Tahun 2A24 Nomor 1);

19. Feraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2a2a

tentang Pengarusutamaan Gender {l,embaran Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);

20. Peraiuran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lerabaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor i);

2l.Peraturan Daerah Kabupaten Nga::juk iriomor ii Tahun 2O2+

tentang Anggaraa Pendapataa dan Belanj'a Daerah Tahun
Anggaran 2A25 {Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2025 Nomor 12);

22.Peraturan tsupati Nganjuk Nornor 35 Tahun 2fi1.6 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usui dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa {Berita }a*rah Kabu.paten Nganjuk Tahun
2OL4 Nomor 35);

23. Peraturan Bupati Hganjuk Nomor 4O Tahun 2O16 tentang Tata
Cara Penyusunan Peraturan di Desa {Berita Daerah Kabupaten
F.lganjuk Tahun 2Oi6 Nomor 4Oi ;

24.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 tkhun 2018 tentang
Pengeioiaan Aset Desa {Berita Daera}r Kabupaten Nganjuk Tahun
2018 Nomor 5O);

25. Peraturan tsupati Nganjuk Ncraor 57 Tahrnn 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa {Berits. Daerak Kabupaten Nganjuk
Tahun 2OL8 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengal
Feraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 ?ahun 2fr24;

26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2O2O tentang
Penghasilan Tetap, Tuaja:rgan, Tambahan Tunjangan dan
Fenerirnaan Lain yang Sah Ba$ K*epa-la Desa dan Perangkat
Desa {Berita Daerah Kabupatere Nganjuk Tahun ?O2O Nomor 4};

27.Pera--turarr Bupati Nganjiik hlomor 49 Ta]run 202il tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaa:r BaranglJasa Di Desa {Berita
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahua 2A20 Nomor 52);

28. Peraturan Bu-pati Ngaqjuk Norr:cr 7 Tahun 2023 tenta:rg
Rencana Pembaaguran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2*24-2026 {Berita Daera}r Habr:pater: ttlga:rjuk ?ahurr 2S23 };

29. Peratura:r Eupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Aaggaraa Fendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2A25 (Berita Daerah Kabupaten Ngaljuk Tahun
2A2a\



30. Peraturan Desa Karangsono Nomor 4 Tahun 2024 tentang

Rencana r<*r:-" r"**rinLh o"*u" Tahun 2025 {Lembaran Desa

Karangsor.o frhut' 2024 Nomor 4);

Dengan KesePakatan Bersama

BADAN PERMUSY,WENETAIU DESA KARANGSONO
dan

KEPALA DESA KARANGSONO
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MEMUTUSKAN

Fasal 1

Anggaran Pend-apatan dan Betanja Desa

2A25 dengan rincian sebagai berikut:
i. Pendapata-n Desa
2. Belanja Desa

Surplus/{De{isiQ
3. Pembiayaan Desa

a. PenerimaanPembiaYaan
'b. Pengeluaran PembiaYaan
Seiisih PembiaYaan {a-b}

{APBDesa} Tahun Anggaran

RP.1 .542.+20.922
Rtl"1.542.+2D"922
Rp. 0,0

MCNCTAPKAN : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ?.024.

Rp.

Rp.

0
*
0

Pasal 2

uraian lebih lanjut APBDesa sebegaimana dimaksud dalam Pasal I
tercantum dalam Lampiran ysrrg merupakan bagian tidak
terpisahkaa dari Peraturan Desa iai.

Pasal 3

l,ampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APEDesa;
b. daftar per-ryertaan mdal, jika tersedia;
c" daftsr dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan yang helum dilaksanakan di tahun anggarall

sebelumnya"

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa 'tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belaqia Desa sebagai
landasan operasional pelak*anaan APBDesa"

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa melaksaaakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaaa darurat. da* mendesak.

(2) Pendanaan kegiatarr sebagaimana dimaksud pada ayat t1)
menggunakan anggaraft jenis belanja tidak terduga.



-5-

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiata* penang$rlangan
bencana, keadaan darurat, da:r mendesak yang belum tersedia
anggafannya-, yang selanjutnya diusulkan dalam raflcallgaJl
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa-

{a) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} ham* r:aemenuhi

kriteria:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah

Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumrrya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada. diluar keadali dan pengaruh peuerintah Desa";

d. memiliki dampak yal}g signifikan terhadap anggaran dalam
rangka pemulihan yang disebabkaa *leh kejadian yang luar
biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam ha1 terjadi:
a. penambahan danlatau pengurangan dalam pendapatan Desa

pada tahun herjalan:
b. keadaan yang rnenyebabkan harus dilakukan pergeseran antar

objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksalakan tahun sebelumnya dan

menyebabkan SiLPA aka:r dilaksasakan datrarn tahun berjalan,
Kepala Desa dapat mer:.dahului trerubalea-le AtrBDesa. dengan
melakukan perubahaa Peratumn Kepala Desa tentang Penjabaran
APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD-

Pasal 7

Peratur:an Desa iai mulai herls.ku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat meagetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturam Desa ini denga-n penempatannya dalam
Lemharan Desa Kara*gsoao

pada 1 Desember 2O24

o

Diundangkan di Karangsollo
pada tanggal 31 Desernber 2024

S NO

rp

NO TAHUN 2024 NOMOR 5

Ditetapkaa di Karangsollo


